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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum 

oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

adalah melalui pemberian ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah bagi pemilik 

hak atas tanah tersebut. Apabila pemilik hak tanah tidak menyetujui dengan 

adanya kebijakan pengadaan tanah atau besaran ganti rugi yang ditetapkan oleh 

pemerintah maka dia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat 

dan dapat naik hingga ke Mahkamah Agung. 

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah untuk kepentingan 

umum terbagi menjadi dua kendala, yaitu :  

a. Faktor Internal   

1) Mengenai perizinan 

2) Kendala uang ganti kerugian 

b. Faktor Eksternal  

1) Sertifikat dipakai sebagai jaminan hutang atau digadaikan 

2) Tidak diketahui batasan kepemilikan tanah 

3) Belum kuatnya status tanah dimata Undang-Undang 

4) Terjadinya proses waris 
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5) Pemilik tanah tidak berada di tempat 

3. Upaya pemerintah dalam mengganti kerugian atas pengadaan tanah sesuai 

pelaksanaannya dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang pengadaan tanah yang mana pemberian ganti kerugian dapat 

diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, 

kepemilikan saham, dan bentuk lain yang sudah disetujui oleh kedua pihak. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka disarankan beberapa hal 

sebagai berikut. 

1. Perlunya pemerintah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

pengertian dan pengaturan pengadaan tanah sehingga jika suatu saat tanahnya 

akan dibebaskan atau dilakukan pengadaan tanah maka masyarakat tidak 

kesulitan dalam menangani surat-surat hak atas  tanah yang mereka miliki. 

2. Kepada pihak panitia pengadaan tanah agar memberikan informasi dan 

memberikan penyuluhan terhadap masyarakat yang masih belum mengerti 

mengenai prosedur dalam pengadaan tanah khususnya dalam proses pemberian 

ganti kerugian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
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